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KPK Berpeluang Periksa Yusmada

Data BPK jadi Pintu Masuk

Dugaan Korupsi Proyek Jalan

LAPORAN hasil pemeriksaan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan
DKI Jakarta terkait sejumlah proyek jalan
tahun 2013 bisa menjadi pintu masuk bagi
aparat penegak hukum. Terlebih kasus
tersebut menyeret Kepala Dinas PU Bina
Marga DKI Yusmada Faizal yang saat itu

menjabat sebagai kepala Bidang Jalan -

Dinas PU DKI Jakarta.

Sejumlah aparat penegak hukum, se-
perti Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), kejaksaan, serta Bareskrim Polri
bisa menjadikan hasil pemeriksaan BPKitu
sebagai data awal indikasi penyelewengan
dana APBD DKI Jakarta.

Proyek-proyek dimaksud antara lain,
proyek Pelebaran Jalan Penunjang MRT
dengan besaran anggaran Rp
38.552.000.000, dan terindikasi kerugian
daerah sebesar Rp 1.459.111.853,19. Ter-

dapat juga proyek Peningkatan Jalan Pluit
Karang Barat dengan anggaran Rp
7.212.625.000dan terindikasi kerugian dae-
rah sebesar Rp 248.948.534.

Begitupun dengan proyek Pelebaran Jalan
Panjang Tahap II dengan indikasi kerugian
daerah sebesar Rp 1.394.314.002 (peker-

' jaan fiktif, kekurangan volume, dan tak se-
suai spesifikasi dalam kontrak).

“Harusnya KPK, Bareskrim Polri, atau
kejaksaan tidak perlu ragu lagi untuk masuk
mengungkap kasus ini,” ujar Koordinator
Indonesia for Transparency and Acoun-
tability (INFRA) kepada INDOPOS, kema-
rin (5/2).

Berdasarkan undang undang dan azas
persamaan di hadapan hukum (equality
before the law), sambung Agus, harusnya
pihak-pihak yang terkait dengan laporan
BPK sudah dapat dipanggil oleh penegak
hukum. Tidak perduli dia saat ini menja-

bat sebagai pejabat setingkat dinas, mau-

pun pejabat yang jauh lebih tinggi di ata-
snya. “Semua tidak boleh dibeda-beda-
kan,” tegas dia.

Agus mengawatirkan, apabila laporan
BPK seperti ini terus dibiarkan akan men-
jadi bom waktu yang bisa menyulitkan
Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemim-
pinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama

diri,” sindir dia.

Di sisilain, Ketua DPRD DKI Jakarta Pra-
setio Edi Marsudi menegaskan, setiap per-
buatan korupsi patut dikenai sanksi sebe-
rat-beratnya. Tidak terkecuali, jika korupsi
itu dilakukan oleh kepala dinas. Namun
begitu, pria yang akrab disapa Pras itu
mengaku, saat ini masih memegang azas
praduga tidak bersalah. “Kita tunggu saja,
kalau memang terbukti bersalah, pasti kita
sikat. Tapi saat ini kita masih kedepankan
azas praduga tidak bersalah,” tutur politisi
PDI Perjuangan itu.
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Sementara itu, di beberapa kesempatan,

Kepala Dinas PU Bina Marga DKI Jakarta

Yusmada Faizal tidak bersedia disalahkan

atas laporan BPK. Dirinya hanya mengata-

kan, akan mengejar pihak kontraktor yang

menjadi penyebab kekurangan volume

pengerjaan Pelebaran Jalan Penunjang

MRT tahap 1T sebesar Rp 1.459.111.853, 19.

“Kita akan terus kejar kontraktornya dan

 akan kita kembalikan sesuai laporan BPK,”

kilah dia. (wok)

(Ahok). Apalagi sejak awal Ahok selalu

menggembar-gemborkan pemberantasan
korupsi. “Jangan sampai gubernur dicap
tutup mata atas perilaku anak buahnya.
Karena yang akan rugi adalah Ahok sen-
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